
1. Undang-Undang Hornor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dafam Ungkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950):

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan lembaran Negma Repubfik Indonesia Homor 3(19);

3. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3143);

4. Undang-Undang Hornor 9 Tahan 1992 tentang Keimigrasian
(lemOOran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1992 Homor 33,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3474);

5. Undang-Undang Homor 39 Tahun 1999 tentang Hak.Azasi Manusia
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Mengingat

PERATU RAN BUPATI GARUT

NOMOR /9.3 TAHUN JOQj
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPll SEBAGAI PEJABAT
PENCATATAN SIPIL. PADA DIMAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

SUPATt GARUT,
a, bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil cfi Kabupaten Garut dan sebagai
upaya untuk rneningkatkan kelancaran pelayanan terhadap
masyarakat dalam pencatatan peristiwa penting. maka pertu
mengangkat Pejabat Pencatat Sipil;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perfu cfltetapkan
dengan Peraturan Bupatt

Menirnbang



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pernndungan .Anak
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan lembaran Negara Repuhiik indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik fndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 4437)
sebagaimana tetah beberapa kafi cfiubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor
59, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhfik Indonesia Homor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Repubfik Indonesia (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun
2006 Nornor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Nomor 4634);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Hornor 124. Tambahan Lembaran Negam Repubfik Indonesia Hornor
4674);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 temang Administrasi
Kependudukan (Lernbaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2007
Nornor 80, Tambahan Lembamn Negara Repubfik Indonesia Hornor
4736);

12.Peraturan Pemerintah Hornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Amara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2001 Hornor 38. Tambahan
Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 4737):

13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004
tentang Pengelolaan fnformasi Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Hornor 119);

14.Peraturan Maoteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman PenyeJenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan
..SipiI di Daerah;

1S.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tatum 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipH di
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006
Nomor8);

16.Peraturan Daemh Kabupaten Garut Nornor 14 Tahun 2008 tootang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lernbaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27};

17.Peratumn Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas oaerah Kabupaten
Garut (Lembaran Oaerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nornor 38).
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(1) Bupati mengangkat Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

(2) Oalam hal Kepala Bidang Pencatatan Sipil berhalangan dan untuk kepentingan
pelayanan masyarakat. Supati dapat menunjuk Pejabat lain dart unit kerja yang
mengelora pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mefakukan pencatatan peristiwa penting, yang meliputi :
a. pencatatan kelahiran;
b. pencatatan kematian;
c. pencatatan lahir man;
d. pencatatan perkawinan;

e. pencatatan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Is'am~
f_ pencatatan pengakuan anak;
g. pencatatan pengesahan anak;
h. pencatatan pengangkatan anak;
t pencatatan perubahan nama;

Pasal2

..

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adatah Kabupaten Garut
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyeienggara

pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencatatan 8'pil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
5. Penduduk adaJah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah

serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

6. Pencatatan Sipi' ada1ahpencatatan peristi)va penting yang dialamt oleh seseorang pads
register catatan sip" oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipit

7. Pejabat Pencatata.n Sipil adatah pejabat yang metakukan pencat.atan peristiwa penting
yang diafami seseorang pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang pengangkatannya sesuai dengan kaemuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal1

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA
BIDANG PENCATATAN si=n, SEBAGAf PEJABAT PENCATATAN
SIPIL PADA DIMAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GARUT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
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Drs. H. WOWO WIBOWO, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

gl?BITA DAERAH KABUPATEN GARUT
f:iHUN NOMOR

nd~pgkand.iGarut
~,ij1igai

~':;;'I'~n.:.:;;.tARISDAERAH KABUPATEN GARUT

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 233
Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Catatan Sipif Sebagai Pejabat Pencatatan
S;ipit pada Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ..

Pasal5

Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut wajib menyampaikan laporan
pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.

Pasal4

P~j~at Pencatatan. Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai
nangan melakukan verifikasi dan vaHdasi data, melakukan pembuktian p~n~~tan atas
a jabatannya, mencatat data dalarnregister akta pencatatan sipil, meh~r~itqnkutipan

~ta pencatatan sipil, menandatangani register dan kutipan akta pencatatan sipil serta
rnembuatcatatan pinggir pada register dan akta-akta pencatatan sipif.

Pasal3

j. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; dan

k. peristiwa penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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